BAB I

PEEDAHULUAR

A. Latar Belakang

Berbicara format sistem po
suatu negars, sesungguhnya sulit untuk mencari kata
sepakat. Sebab untult menentukan ukuran-ukuran Yyang
tepat buat menilai apakah suatu slstem politik dapat
dianggap demokrasi atau tidak, tidaklah mudah. Hal itu
harus disesuaikan dengan kondisi sosio kultural masya=-
rakat bangse yang bersangkutan dan kemampuan pendidikan
politik masyarakatnya. Sehingga tidak semua negara mem-
punyal kemampuan mengaplikasiken satu format sistem po-
1itik yang sama dengan negara lain.

Tetapl pada esensinya, intisari slstem politik
demokrasi terletak pada pengakuan dan pelaksanaan darl
pengakuan itu, bahwa kekuasaan politik sebenarnya ada
ditangan rakyat atau anggota-anggota masyarakat. Se=
hingga sistem politik yang maslih mencerminkan pengaituan
dan pelaksanaan kekuasaan politik semacam itu, masih lg
yak untuk dianggap demokratis, walaupun masih terlihat
berbagail kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya
(K1lfian, 1981. 242).

Dalam mengimplementasikan format sistem politik

diatas, masing-masing negara mempunyai gaya dan ejektif



vang berbeda-beda, sesual dengan kondisi latar belakang
dan kebudayasan politik yang dimiliki, seperti sisten
politik demokrasi Pancasila di Indonesia.

Sistem politik ini, merupakan hasll perenungan
bangsa Indonesia terhadap berlakunya dua corak tingkab
laku sistem politik yang ekstrem dimasa pemerintahan
orde lama, yakni: (1) Berlakunys sistem politik Liberal
yang melahirkan kebebasan politik tanpa batas, sehingga
mengakibatkan konflik yang berlarut-larut. Kondisi ini
disebabkan adanmya pembaglan kekuasaan politik secara a-
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dil berdasarkan kekuatan-kekuat

an politik yang ada dan
hidup dalam masyareskat, yang mempunyai potensi menciptg

kan orientasi kepada kekuasaan yang berlebihan. Sehing-

ga pertentangan i1diologl dan perselisihan paham sangat
dominan, yang akhirnys menggiring masyarakat odalam

kotak-kotalk idiclogi dan golongan yang sangat keras dan
ketat, dan (2) Berlakunya sistem politik demokrasi Ter-
pimpin, yang melakukan penindasan dan penekanan kebeba-
san politik yang praktis mematikan konflik atau kritik.
Pada masa ini kekuasaan pemerintah sangat otoriter.
Darl analisis diatas dapat dipahemi bahwa sistem
politik demockrasi Pancasila, merupskan alternatif baru
dari sistem politik ideal yang hendak dibangun, yaitu
mencarl sebuah format sistem politik yang menempatkan

keseimbangan yang wajar antara konflik den konsensus,



atau memandang konflik sebagal sesuatu yang wajar dalam
berpolitik sambil diimbangi sebuah konsensus politik yang
berpolarisasi kepada satu kesepakatan, yaitu menempatkan
persatuan dam kesatuan bangsa diatas segala-galanya.
Guma merealisasikan sistem politik ideal diatas

maka sejak pemerimtahan Orde Baru telah diletakkan sebu-

ah pondasi format politik yang diharapkan mampu mengha-
silkan ketenangan dan kesctabilan politik dalam masyara
kat, dengan berusaha menghindarkan diri dari kesulitan-
kesulitan dan kelemahan-kelemahan politik selama pemerin
tahan Orde lLama.

Pingitah laku politik Orde Baru sejak tahun 1968,
tampak dengan Jjelas menjurus kepada usaha-usaha untuk
menghilangkan kelemahan-kelemahan dimasa Orde Lama. Se=-
hingga sejak itu kita melihat terjadinya proses pertumbu
han sebuah kekuasaan eksekutif yang kuat dibawah pimpi-
nan Jenderal Soeharto, bersamaan dengai itu terjadi pro-
ses pengukuhan posisi militer beserta Golongan Karya se
bagal landasan kekuatan utamanya. Seiring dengan itu kita
melihat sebuah proses penyederhanaan sistem kepartalan
berlangsung pula dengan lancar dan sistematis., Semua itu
telah berhasil menciptakan semacam kestabilan politik.
Dengan demikian sebuah format politik baru sudah terben-
tuk (A1fian, 1981: 48).

Berpl jak dari analisa diatas, dapat disimpulkan



bahwa eksistemsi single majority Golongan Karya (GOLKAR)
merupakan kemauan politik dari pemerintah Orde Baru un-
tuk menciptakan proses pembentukan sebuah kekuasaan ekse
kutif yang kuat dan efektif, sehingga dapat tercipta stz

bilitas politik yang mantap dan terkendali.
Yang menjadi pokok permasalahn sekarang adalah,

sejauh mana prilaeku dan batasan-batasan yang harus dicip

takan dalam tububh GOLKAR sebagal salah satu landasan

kekuatan utama dalam menciptakan sebuah kekuasaan ekse-
kutif yang kuat dalam rangka mencapal stabllitas palitik.
Apakah eksistemsi single majoritynya GOLKAR saat
lah sesuail dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi
menurut Islam?.

Dalam Islam, paham persamaan pasti mempunyal dam
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pak politis. Sehingga masyarakat Islam haruslah sebuah

is, sehingga sistem-sistem poli-
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masyarakat yang demokra
tik yang otoriter apalagi yang totaliter harus dinyata-

erspektif Islam apa
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kan sebagal sistem yang haram dalam ¢
pun alasannya. Karena hanya dalam sistem politik demokra
silah, anggota masyarakat dapat mengembangkan potensi di
rinya secara kreatif dan bebas sampali batas-batas yang
jeuh untuk menjadi manusia penuh (Maarif, 1995: 69).
Selain itu, sistem demokrasi yang diinginkan Is-

lam adalah menciptakan nilai-nilai intelektual dan spiri

tual yang saling menopang dan saling melengkapi. Sebab



hanya dibawah payung nilai-nilai demokrasi spirituallah
masalah keadilan tidak lagi menjadi isu politik. Karena
nilai-nilal spiritual sangat menentang dan behkan meng-
haramkan ketidak adilan, yang dinilai masyarakat seba-
gali budaya yang amat rendah dan tidak patut dilakulkan

-

0oleh manusia beradab.

Oleh sebab itu, bila Islam dipahami secara benar
dan kreatif, 1a tidak diregukan lagi mempunyai potensi
dan peluang yang besar untuk dltawarkan sebagai pilar-

pilar peradaban alternatif bagi dunia yang akan datang.

B. Identifikasi Masalash

Dari paparan latar belakang masalah diatas, yang
akan diangkat dalam skripsi 1ni adalah bagaimana per-

spektif siyasah Islam terhadap keberadaan single majo-~

C. Pambaﬁ"' san ¥ u'r)"i..]h

Mengingat Dbegitu kompleksnya permasalshsn ini
maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu bagalimana
kopsepsi Islam tentang fungsi, kedudukan dan eksistensi
single majority dalam proses pengambilan keputusan dan
kebl Jakan pemerintah, serta peranannya dalam pemerinta-

han,

D. Perumusan Masalah



D. Porummsoan Macalah

Untuk mempermudah dan mnensistimatiskan penbs

hasan masalah, melta perlu dirumuskan sebagal berikut :

1. Apakah eadanya single majority dalam sistem politik

danat mencintekan londisi vang skomodati? dalam hal

O
pengambilan keputusan,
2. Bagaimana pandangan/ siyasah Islasm tentang single

ma jorllty, apakeh sesual dengan asas musyawarah B

faltat sorta lonseps! keadilan dalam Yelem,
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Berpijalk darl perumusan masalash diatas, maka
tujuan studi Indl adalah :

1. Mendiskripsikan konsepsi Islam tentamg format single
najority, yang dapat menciptahkan kondlsl yang akomo-
datif dalam hal pengambilan keputusan.

2. Mendiskripsikan konsepsi Islam téntang format single
majority, yang sesual demgan asas musyowarah dan mu-

of

fakat serta keadilan.

P. Kegrnaan Stadl

Hasil studl ini dlharapkan mampu men“arilicn kone

tribusl pemilkiran yang pesitif untuk

1. Usaha pencarian format alternatif sistem politik de-

mokrasi -idial . dimasa yang akan datansg.



2. Usaha menciptakan format single majority yang ideal,
yang mencerminkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat,

toleransi dan keadilan.

G. Metodo Penelitian -

1. Jenis penelitian
pidalam penalisan skripsi dini penulis meng-
gunakan Jenis penelitian kepustakaan (librarry rese-

e el

arch).

idalam mendapatkan data-data, penulis mem-
pergunakan teknik studi pustaka, yaltu dengan cara
membaca, mempelajari dengan scksama, dan mengkaji.
Setelah data=data terkumpul, dilanjutkan dengan meng
analisa dan kemudian menyeleksi, sehingga data-data

yang diperlukan dapat terinventarisir dengan baik.

3. Metode analisa data
Dari data-data yang terkumpul, maka untuk
penganalisaan data dilakukan dengan tahapan-tahapen
berikut :

3,1. Editing, yaitu pemeriksaan kemball semua data
yang diperoleh guna kelengkapan, keserasian, kg
terbacaan, kejelasan, dan relevansi data.

3.2. Pengorganisasian dengan katagorisasi data.

3.3. Selanjutnya dianalisa dengan Jalan :



a. Metode deduktif, yaitu berangkat dari atu-
ran hukum yang bersifat umum dan bertitik
tolak dari dasar-dasar yang umum tersebut,
penulis kemukakan kenyataan yang bersifat

khusus.

dari rea-

b. Metode induktif, yaitu berangka
lita-realita yang bersifat khusus dari da
ta yang ada, kemudian ditarik suatu kesipu

lan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

san skripsi ini sistematis  dan
terarah, maka penulis menguraikannya dengan bab demi
bab, Dari bab-bab tersebut dipecah lagi menjadi sub -
bab, dan dari sub bab dipecah lagi menjadi sub-sub beb
atau anak sub bab.

Untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan, yang berisi gamba-
ran umum, yang memnuat pola dasar penullsan
skripsi ini. Meliputi: Latar belakang masa
lah, identifikasi masalah, pembatasan masa
lah, perumusan masalah, tujuan studi, kegu
naan studi, metode penelitian, dan sistema
tika pembabasan.

Bab II : Bab dus ini berkisar pada landasan-landa -



Bab

IV

san teori menuju ke pembahasan hasil riset.
Bab dua ini berisi tentang: Landasan teori
demokrasi Islam. Terdiri dari dua sub bab,
sub bab pertama tentang dasar-dasar peme -

rintahan Islam, dan sub bab kedua tentang

sip keadilan, prinsip amal

kar, dan prinsip persamaan.

Bab tiga ini merupakan bahasan dari hasil
penelitian. Bab tiga ini berisi tentang :
Single majority Golkar dalam sistew poli -
tik Indonesia. Terdiri dari g@ua sub bab,
sib bab pertama tentang eksistensi Golkar
di Indonesia, dan sub bab kedua tentang
dominasi Golkar dalam pengambilen keputu -
san, meliputi; pemerintahan, dan legisla -
tif.

Bab empat ini merupakan analisa bab tiga
dengan memakai pisau bab dua. Bab empat im
berisi tentang: Single majority Golkar da-
lam sistem politik di Indonesia dalam per-
spektif siyasah Islam. Terdiri dari dua

sub bab, sub bab pertama tentang eksisten-

si Golkar delam perspektif demoxrasi
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Islam, dan sub bab kedua tentang dominasi
Golkar dalam perspektif prinsip demokrasi
Islam, meliputi; Dominasi Golkar delam -
perspektif prinsip syura, dominasi Golkar
dalam perspektif prinsip keadilan, domina
si Golkar dalam perspektif prinsip amar
ma'ruf nahi munkar, dan dominasi Golkar

m

dalam perspektif prinsip persamaan.
Bab lima ini merupakan bab penutup dari
penulisan skripsi ini, yang meliputi sim-
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